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1 Lembar

. Imbauan terkait Ketentuan Kampanye pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
Tahun 2020

Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tim Kampanye Pasangan Calon

Partai Pengusul Pasangan Calon

(Daftar Terlampir)

di-

Bontang

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum,;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan



Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota; dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Sehubungan dengan telah memasuki masa kampanye Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, disampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1) Larangan dalam kampanye sebagaimana Pasal 69 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Dalam kampanye dilarang:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pemukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau
Partai Politik;



2)

3)

c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah,
mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat;

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sabh;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

J.  Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki
dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pihak yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye

sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah;

b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional
Indonesia; dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa
atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Ancaman praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang



Pasal 73

(1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu
Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan
sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik,
tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik
secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak
pilih;

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak
memilih calon tertentu.

(5) Pemberitan sanksi administrasi terhadap pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan
sanksi pidana.

Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung
untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak
pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak

memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36



4)

(2)

(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Cuti kampanye berdasarkan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor

11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota

(1)

(2)

)

(4)

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota,

Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau

Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah

dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti

Kampanye di luar tanggungan Negara.

Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

pelaksanaan kegiatan Kampanye.

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota,

Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau

Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat

negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilarang:

a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan
jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam
Pemilihan; dan

b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau
merugikan  Pasangan Calon lain di  wilayah
kewenangannya dan di wilayah lain.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan
Wakil Gubernur;

b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau

Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi
Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a, berupa:

a.

Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi
kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas
pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik
pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah
terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan
prinsip keadilan; dan

Sarana perkantoran, radio daerah dan
sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan

peralatan lainnya.

5) Pemberitahuan kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor

11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota

Pasal 9

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan kampanye, Tim

Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.

(3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a.

Menyelenggarakan kegiatan kampanye;

b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat
Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang
penyelenggaraan kampanye; dan/atau

c. Menyebarkan Bahan Kampanye.

Pasal 38

(1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara

Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup informasi:



Hari;

Tanggal;

Waktu;

Tempat;

Nama pembicara;

Jumlah peserta yang diundang;

@ =~ 0o 20 o o

Penanggung jawab; dan
h. Tautan.

Pasal 40

(1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat
Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan
tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi,
dan/atau Bawaslu  Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup informasi:

a. Hari;

b. Tanggal;

c. Waktu;

d. Tempat;

e. Nama pembicara;

f. Jumlah peserta yang diundang;
g. Penanggung jawab; dan

h. Tautan.

6) Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berdasarkan
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pasal 23
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf b.

(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:



()

“4)

©)

(6)

a. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma
dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu)
centimeter;

b. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua
puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma
tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu)
centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;

c. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu)
centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh)
centimeter; dan/atau

d. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x
60 (enam puluh) centimeter.

Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan

Kampanye tambahan dengan ketentuan:

a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan
Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100%
(seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah
Pemilihan.

Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU

Provinsi/KIP ~ Aceh atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota

berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye Pasangan Calon.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara

tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP untuk

ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh

Pasangan Calon.

Pasal 26

(1)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak
Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang



dibiayai oleh Partai Politk atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:

—

T@e@ =~ 0 o0 o

Pakaian;

Penutup kepala;

Alat makan/minum;

Kalender;

Kartu nama;

Pin;

Alat tulis;

Payung; dan/atau

stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5

(lima) centimeter

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang

ditempel di tempat umum, meliputi:

-0 a0 T

@

h.

Tempat ibadah termasuk halaman;

Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
Jalan-jalan protokol;

Jalan bebas hambatan;

Sarana dan prasarana publik; dan/atau

Taman dan pepohonan.

Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp

60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 28

(1) KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
memfasilitasi:

a.
b.

Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau

Pemasangan billboard atau penayangan videotron.

(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.

Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh)
meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon
untuk setiap kabupaten/kota;

a.1 Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat)

meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah
setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;



©)

(4)

()

(6)

b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15
(satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua
puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap
kecamatan; dan/atau

c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter
X 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap
Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan
lain/kelurahan.

Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye

dengan ketentuan:

a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat
Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling
banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU

Provinsi/KIP  Aceh atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota

berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye Pasangan Calon.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara

tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP untuk

ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak
oleh Pasangan Calon.

Pasal 29

(1)

(2)

Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan
dibiayai oleh Partai Politk atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan
ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto

Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan



)

4)

Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.

Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang
tidak menjadi pengurus partai politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling
lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan

Calon.

Pasal 30

(1)

(4)

(5)

(6)

(9)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyerahkan  baliho, umbul-umbul, atau spanduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf
c, dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan
atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah
diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab Pasangan Calon.

Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye
yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang
sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi
kepada KPU Provinsi’/KIP  Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:

a. Tempat ibadah termasuk halaman;

b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,;

¢. Gedung milik pemerintah; dan



7)

d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

(10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan
keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pada tempat yang
menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus
dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

Pasal 76

(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat
Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:

a. Peringatan tertulis; atau
b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan
Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan
berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat
untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

Metode kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 57

Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan

dengan metode:

Pertemuan terbatas;

Pertemuan tatap muka dan dialog;

Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;

Penyebaran bahan kampanye kepada umum,;

Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Penayangan lklan Kampanye di media massa cetak, media
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massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring;

dan/atau



g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan

(2)

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon,

Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode

Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka

dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan

huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.

Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan

dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan

terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;

Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan
paling banyak 50 (lima puluh) orang dan
memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter
antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye
melalui Media Sosial dan Media Daring;

Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang
berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga
dagu;

Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat
dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas
cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau
cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah
Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID19).

Pasal 64A
Pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU yang
mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain

dalam Peraturan Komisi ini.



Pasal 88E

(1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita,
anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia
dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka
secara langsung.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon,
Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat
melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan
Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

lll. Berkaitan yang telah disampaikan pada poin Il, maka Bawaslu
Kota Bontang mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, serta Tim Kampanye dan Partai Pengusul
Pasangan Calon untuk memperhatikan dan melaksanakan
kegiatan kampanye sebagaimana ketentuan yang telah diatur.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

Diteruskan kepada:

. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
KPU Kota Bontang;

Poires Bontang;

Satuan Polisi Pamong Praja Bontang;

Arsip.
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Lampiran 1 Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor T /K Bawaslu Prov-K1.09/PM.00.02/9/2020
Tanggal : 29 September 2020

Daftar Lampiran :

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Adi Darma-Basri Rase
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni-Joni
Ketua Tim Kampanye Adi Darma-Basri Rase

Ketua Tim Kampanye Neni Moerniaeni-Joni

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai Beringin Karya (Berkarya)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

N AWM

Pt N . i = S (o )
AwN o



